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ABSTRAK

Perilaku Penerima hibah setelah terjadinya peralihan hak, Seharusnya tidak
melakukan suatu kejahatan kepada pemberi hibah. Hal ini disebabkan adanya hak dari
pemberi hibah untuk melakukan penarikan kembali atas hibah yang telah dia berikan
sebagaiamana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Salah satu
kasus pembatalan Akta Hibah berdasarkan Putusan mahkamah agung nomor 1101
PK/Pdt/2022, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta perkara dan penerapan hukumnya
telah benar bahwa sebagai seorang orang tua atau ibu berhak untuk membatalkan hibah
sesuai dengan hukum keluarga khususnya Pasal 1688 KUH Perdata yaitu apabila penerima
hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Rumusan Masalah dalam
penelitian ini adalah : 1) Faktor apa yang menjadi penyebab pembatalan Akta Hibah oleh
pemberi hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ?
2) Bagaimana akibat hukum atas pembatalan Akta Hibah yang di buat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ?
3) Apa yang menjadi pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutuskan Perkara tentang
Pembatalan akta hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data Sekunder,
metode analisis data dengan menggunakan analisis kualiatif, berdasarkan hasil penelitian
bahwa 1) Orang tua sebagai Pemberi Hibah. dapat mengajukan pembatalan hibah melalui
pengadilan karena suatu sebab salah satunya adalah perbuatan melawan hukum (PHM)
2) Akibat hukum dalam hal ini hakim memberikan izin kepada orang tua untuk memproses
balik nama sertifikat menjadi nama pemilik semula.. Hakim menggunakan pasal 37 ayat 2 PP
No. 24/1997 dan pasal 834 KUHPerdata sebagai Kekuatan Hukum, menerima gugatan dan
memberikan kepastian hukum terhadap penggugat. 3) Pasal 1688 KUH Perdata yaitu apabila
penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan
Penggugat sebagai ibu dari Tergugat. Makna atau doktrin perbuatan melawan hukum (PMH)
tidak hanya melanggar hukum formal tetapi juga melanggar kepatutan atau kepantasan dalam

masyarakat.

Kata kunci: Pembatalan Akta Hibah, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 1101 PK/Pdt/2022.
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ABSTRACT

The behavior of the grantee after the transfer of rights should not commit a crime
against the grantor. This is due to the grantor's right to withdraw the grant they have given,
as regulated in the Civil Code (KUHPer). One case of the cancellation of a Deed of Grant
based on Supreme Court Decision number 1101 PK/Pdt/2022, that based on the results of the
examination of the case facts and the application of the law, it is true that as a parent or
mother, the grantee has the right to cancel the grant in accordance with family law,
specifically Article 1688 of the Civil Code, namely if the grantee has committed an unlawful
act (PMH). The formulation of the problem in this study is: 1) What factors cause the
cancellation of the Deed of Grant by the grantor based on Supreme Court Decision Number
1101 PK/Pdt/2022? 2) What are the legal consequences of the cancellation of the Deed of
Grant made by the Land Deed Making Officer (PPAT) in the case of Supreme Court Decision
Number 1101 PK/Pdt/2022? 3) What are the legal considerations by the Judge in deciding
the Case regarding the Cancellation of the Deed of Grant based on Supreme Court Decision
Number 1101 PK/Pdt/2022? This study uses a normative juridical approach, with secondary
data sources, data analysis methods using qualitative analysis, based on the results of the
study that 1) Parents as Grantors. can file for cancellation of the grant through the court for
a reason, one of which is an unlawful act (PHM) 2) Legal consequences in this case the
Jjudge gives permission to the parents to process the change of name on the certificate to the
name of the original owner. The judge uses Article 37 paragraph 2 of PP No. 24/1997 and
Article 834 of the Civil Code as Legal Force, accepts the lawsuit and provides legal certainty
to the plaintiff: 3) Article 1688 of the Civil Code, namely if the grant recipient has committed
an unlawful act that is detrimental to the Plaintiff as the mother of the Defendant. The
meaning or doctrine of unlawful acts not only violates formal law but also violates propriety
or decency in society.

Keywords: Cancellation of Deed of Gift, Unlawful Act, Supreme Court Decision Number:
1101 PK/Pdt/2022.
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